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Kebut RUU Jabatan Hakim
Komisi Il Jaring
Masukan Dari -
Pengadilan Di Jabar

KOMISI III DPR tengah
mengebut pembahasan RUU
Jabatan Hakim. Untuk mema-
tangkan RUU ini, Komisi III
pun gencar melakukan kun-
jungan ke daerah. Awal pekan
kemarin, rombongan Komisi
III melakukan kunjungan ke

- kalangan peradilan Jawa Barat

(Jabar), di Bandung.
Kunjungan dipimpin Wakil
Ketua Komisi III DPR Erma
Suryani Ranik. Yang ikut ada-
lah Muhammad Ali Umri, Risa
Mariska, M Nurdin, Ahmad
Zacky Siradj, Saiful Bahri
Ruray, Mulyadi, Bahrudin
Ansori, TB Soenmandjaja,
Amir Uskara, dan Samsudin
Siregar. Kunjungan ini ber-
tujuan mendengarkan perma-
salahan dan kendala yang

dihadapi para hakim di Jawa

Barat. :

Dari kunjungan ‘itu, ter-
ungkap banyak permasalahan
dan kendala yang dihadapi.
Di antaranya alokasi anggaran
yang belum memadai, sarana
dan prasarana rusak, serta ter-
batasnya kapasitas jaringan
internet. Masalah-masalah ini
akan menjadi masukan dalam
pembahasan RUU Jabatan
Hakim.

“Tentunya kita perlu du-
kungan dari semua yang berke-
pentingan terhadap. RUU ini
agar segera bisa rampung
sebelum akhir masa jabatan
anggota DPR 2014-2019.
Dengan rampungnya RUU
tersebut kita berharap bisa me-
nyelesaikan semua permasa-
lahan yang dikeluhkan hakim-
hakim di seluruh Indonesia.”
kata Ali Umri.

Dalam pertemuan terse-
but, cerita Ali Umri, Ketua
Pengadilan Tinggi Jabar Arwan
Byrin mengutarakan tentang
alokasi anggaran, baik untuk
belanja pegawai, belanja ba-

rang, maupun belanja modal,
belum memadai untuk melak-
sanakan tupoksi dengan op-
timal. Selain itu, sarana dan
prasarana maupun gedung kan-
tor dan rumah dinas, banyak
dalam keadaan rusak berat
dan belum bisa diperbaiki. Di
sisi lain, terbatasnya kapasitas
jaringan internet untuk mendu-
kung keterbukaan informasi di
pengadilan. ‘

‘Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Bandung menuturkan
tentang kurangnya sumber -
daya manusia (SDM) untuk po-
sisi staf. Selanjutnya, kurang-
nya sarana dan prasarana
seperti perangkat teknologi
informasi.

Ketua Pengadilan Militer

~(Kadilmil) 1I-09 Bandung

mengeluhkan kondisi kan-
tor yang setiap.tahun keban-
jiran. Juga adanya rumah dinas
untuk pejabat Kadilmil dan
Wakadilmil II-09 Bandung.-
Akibatnya, Kadilmil masih
menempati rumah dinas milik
Babinkum TNI sedangkan
Wakadilmil II1-09 Bandung
tinggal di rumah sewaan den-
gan biaya sendiri.

Keluhan lain adalah kurang-
nya staf untuk pegelola situs.
Saat ini Pengadilan Militer
hanya memiliki 1 orang. Itu
pun belum disetujui sebagai
honorer pengelola situs dalam
DIPA Pengadilan Militer II-09
Bandung.

Ali Umri menyatakan, semua
masukan dan kendala yang
dihadapi Pengadilan Tinggi
Bandung, Pengadilan Tinggi
Agama Bandung, Pengadilan
Tata Usaha Bandung, dan
Pengadilan Militer 1I-09
Bandung akan ditindaklan-
juti Komisi III DPR dengan
Pimpinan Mahkamah Agung.

. Dengan begitu, semua masalah

tadi bisa diselesaikan. m KAL



